BUPATI hATINGAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI KATINGAN
NOMOR 42 TAHUN 2022

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISAS], TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN KATINGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KATINGAN,

Menimbang: a. bahwa dalam rangka mewujudkan birokrasi vang dinamis dan
profesional sebagai upava peningkatan efektivitas dan efisiensi
guna mendukung kinerjia pemerintah daerah, perlu dilakukan
penvederhanaan  birckrasi melalui  penyetarman  jabatan
administrasi ke dalam jabatan fungsional,

b, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 97 avat (1) Perawniran
Pemerintah Noemor |8 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atlas Peraturan Pemerintah Nemor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah mengamanatkan bahwa Perangkat
Daerah vang pelaksanaan tugas dan fungsinva telah dapat
dilaksanakan oleh kelompok jabatan fungsional, menghapus
unit organisasi vang tugas dan fungsinva telah digantikan
secara penuh oleh kelompok jabatan fungsional;

c. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal & Peraturan
Daerah Kabupaten Katingan Nomor 1 Tahun 2032 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu ditetapkan
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Keuangan dan Aset
Daerah Kabupaten Katingan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b dan huruf ¢ di atas, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
Tugas dan Fungsi serta Tara Kerja Badan Keuangan dan Aset
Daerah Kabupaten Kaungan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan
Rabupaten Katingan, Kabupaten Seruvan, Kabupaten
Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas,
Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Rava, dan
Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah
{fLembaran Negara Kepublik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomaor 4180);
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2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa
kali terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun
2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6201};

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentan g Aparatur Sipil
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali terakhir diubah
dengan Undang-Undang Nomeor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
E-:lg.a:lTambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

373);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Momor 5888} sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemenntah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6402);

6, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6477);

7. Peraturan FPemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan
dan Pengawasan Penvelenggaraan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021
tentang Perubahan aras Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun
2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- ]IL_
undangan [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021

Nomor 186);
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9. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomer 1 Tahun 20232
entang  Pembentukan dan  Susunan Perangkar Daerah
[Lembaran Daerah kabupaten Katingan Tahun 2022 Nomor 1,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Nomor 76}

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang

Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036} sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negen Nomor 120 Tahun 2018
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
B0 Tahun 2015 tentang Pembentukan Praduk Hukurmn Daerah
{Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor I57):

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang

Pedoman: Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah
Kabupaten/Kota vang Melaksanakan Fungsi  Penunjang
Penvelenggaraan Urusan Pemerintahan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nemor 197);

12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengusulan,
Penetapan dan Pembinaan Jabatan Fungsional Pegawai Negeri
Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor &34}

13. Peraturan Menteri Pendayvagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tenwang Penvetaraan
Jabatan Adminisirasi ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nemor 325§;

14. Peraturan Menteri Pendavagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomior 25 Tahun 2021 tentang
Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah
untuk Penyvederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomer 546);

Peraturan Menteri Pendavagunsan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistern Kerja
pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 181);

MEMUTUSEKAN :

PERATURAN BUPATI KATINGAN TENTANG KEDUDUKAN,
SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN KATINGAN.

BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini vang dimaksud dengan :

1. Pemenntahan Daerah adalah penvelenggaraan Urusan
Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan
Rakvatr Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan
dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan
prinsip Negara Resatuan Republik Indonesia sebagiimana
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945,
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10.

11.

13.

14,

15.

16.

17,

18.

19,

20,

21.
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Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur
penvelenggara  Pemerintahan  Daerah  vang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan vang menjadi kewenangan
daerah otonom.

Kabupaten adalah Kabupaten Katingan.

Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Katingan.
Bupati adalah Bupat Katingan,

Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Katingan.

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten
Katingan.

Badan adalah Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten
Katingan.

Kepala Badan adalah Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Katingan.

Unit Pelaksana Teknis vang selanjutnva disebut UPT Badan
adalah unsur pelaksana teknis Badan vang melaksanakan
kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan rteknis
penunjang tertentu.

Aparatur Sipil Negara, vang selanjutnya disingkat ASN adalah
Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian
Rerja vang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan
diserahi tugas dalam suatu jabatan.

- Pegawai Negeri Sipil vang selanjuinva disingkat PNS adalah

warga negara [ndonesia vang memenuhi svarat tertentu,
diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat
pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
Sekretariat adalah Sekrerariat pada Badan Keuangan dan Aset
Daerah Kabupaten kaungan.

Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan vang menunjukan
tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai
Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi perangkat daerah
meliputi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama setara eselon 1la dan
ilb, Jabatan Administrator setara eselon I[lla dan lilb serta
Jabatan Pengawas setara Esselon Iva,

Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan vang berisi
fungsi dan tugas berkaitan dengan pelavanan fungsional vang
berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu,

Pejabat Fungsional adalah Pegawai ASN vang menduduki
Jabatan Fungsional pada instansi pemerintah.

Jabatan Administrator adalah jabatan vang memiliki tanggung
jawab memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelavanan
publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan,
Pejabat Administrator vang selanjutnyva disebut Administrator
adalah Pegawai ASN vang menduduki Jabatan Administrator
pada instansi pemerintah,.

Jabatan Pengawas adalah jabatan vang memiliki tanggung
jawab mengendalikan pelaksanaan kegiatan vang dilakukan
oleh pejabat pelaksana

Jabatan Pelaksana adalah sekelompok jabatan vang benisi
fungsi dan tugas berkaitan dengan pelavanan publik serta
administrasi pemerintahan dan pembangunan.

Kedudukan adalah unsur pelaksana urusan daerah di
lingkungan Badan Keuangan dan Aset Daerah kabupaten
Katingan berdasarkan kewenangan vang dimiliki sesuai dengan
ketentuan peraturan perundangan-undangan vang berlaku.
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22. Susunan Organisasi adalah tingkatan dalam suatu kelompok
atau perkumpulan vang bekerja sama dengan terstruktur
untuk mencapai tujuan tertentu. '

23. Tugas adalah pekerjaan vang dibebankan kepada pejabat atau
pelaksana di lingkungan Badan Keuangan dan Aset Daerah
untuk mencapai tujuan.

24, Fungsi adalah pekerjaan vang merupakan penjabaran dari
tugas pokok.

25.Tata Kerja adalah rangkaian tindakan, langkah, atau
perbuatan yang dilakukan dan merupakan cara vang tetap
untuk dapat mencapal tahap tertentu,

20, Pejabat Penilai Kinerja adalah atasan langsung . dengan
ketentuan paling rendah pejabat pengawas atau pejabatl lain
vang diberi pendelegasian kewenangan.

27, Tim kerja adalah sekelompok pejabat fungsional atau pelaksana
dan/atau keduanva vang melaksanakan tugas bersama
berdasarkan keahlian/ keterampilan jabatan masing-masing
untuk mencapai tujuan kerja Vang sama.

BARB 1l
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 2

(1) Badan Keuangan dan Aset Daerah merupakan unsur
penunjang urusan pemerintahan di bidang keuangan sesuai
dengan ketentuan peraturan vang berlaku;

(2} Badan Keuangan dan Aset Daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat {1} dipimpin oleh Kepala Badan vang berkedudukan
di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui
Sekretaris Daerah.

Pagal 3

(1) Susunan Organisasi Badan Keuangan dan Aset Daerah, terdiri
dari:
1. Kepala Badan;
2. Sekretariat, rerdiri dari:
a. Bubbagian Umum dan Kepegawaian:
k. Subbagian Keuangan dan Pelaporan;
3. Bidang terdiri dan: _
a, Bidang Perencanaan Anggaran Daerah, terdiri dari:
1) Subbidang Penyusunan Angegaran;
2]  Subbidang Pelaporan, Evaluasi dan Pengendalian
Anggaran;
b, Bidang Perbendaharaan Daerzh, terdiri dari:
1) Subbkidang Belanja Operasi;
2) Subbidang Belanja Modal dan Belanja Tak
Terduga;
¢. Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah,
terdin dari:
1} Subbidang Akuntansi Perangkat Daerah;
2] Subbidang Konsolidasi dan Pelaporan;
d. Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah, terdiri dari:
1) Subbidang Analisa Kebutuhan dan Pemanfaatan
Barang Milik Daerah;
<)  Subbidang Pemindahtanganan, Pemusnahan dan
Penghapusan Barang Milik Daerah; ﬁ'
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4. Kelompok Jabatan Fungsional;
3. Unit Pelaksana Teknis.

(2) Bagan Struktur Urganisasi Badan Keuangan dan Aset Daerah
sebag_mma.na dimaksud pada avat (1) tercantum dalam
Lampiran vang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati in:.

BAB Il
TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Pazal 4

(1} Badan Keuangan dan Aset Daerah mempunyal. tugas
mﬂmh.-_a_nm Bupati melaksanakan fungsi penunjaﬁg urusan
pemerintahan di bidang keuangan dan tugas pembantuan
yang diberikan kepada kabupaten;

(2) _Eladan Keuangan dan Aset Daerah dalam melaksanakan tugas
sebagaimana dimaksud pada ayvar (1) menyvelenggarakan
fungsi:

a. Penyusunan kebyakan teknis di bidang pengelolaan
Eeuangan dan aset daerah:

b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang pengelolaan
keuangan dan aser daerah;

¢. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas
dukungan teknis di bidang pengelolaan keuangan dan aset
daerah;

d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi
penunjang urusan pemerintahan daerah  di  bidang
pengelolaan keuangan dan aser daerah;

c. Pelaksanaan administrasi Badan Keuangan dan Aset
Daerah

f. Pelaksanaan fungst lain sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang diberikan oleh
Bupati terkait dengan tugas dan fungsinva.

Pasal 5

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada pasal 4,
Badan Keuangan dan Aser Dacrah mempunvai rincian tugas di
Bidang Administrasi Keuangan Daerah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan penyvusunan Kebijakan Umum Anggaran [(KUA) -
Prioritas: Plafon Anggaran Sementara (PPAS), Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD], serta Perubahannyva.

2. Orgamsasidan Kelembagaan Pengelolaan Keuangan Daerah.

- Peningkatan Kapasitas Sumber Dava Aparatur Pengelola

Keuangan Daerah Kabupaten.
3. Dana Tranfer, Investas: dan Pinjaman Daerah;

3.1. Dana Alokasi Umum (DAU)

a. Pengelolaan data dasar penghitungan alokas: DAU
Kabupaten.

b. Pengelolaan DAU Kabupaten,/Kota.
¢, Pelaporan pengelolaan DAU Kabuparten.

3.2, Dana Alokasi Khusus (DAK)
a. Pengelolaan DAK (bagi Kabupaten vang menerima DAK]. K
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(2}

(3

(4}
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b. Pengendalian dan pelaporan pengelolaan DAK.
3.3. Dana Bagi Hasil (DBH)

. Penyiapan data realisasi penerima DBH Kabupaten.
b. Pengendalian dan pelaporan pengelolaan DBH.

3.4. Penetapan, pelaksanaan, fasilitasi, dan evaluasi
pengelolaan investasi dan asset daerah,

3.5. Penetapan, pelaksanaan, fasilitasi, dan evaliasi
pengelolaan  pinjaman dan obligasi daerah =serta BLU
Kabupaten,

Pelaksanaan, Penatausahaan, Akuntansi dan Pertanggungiawaban

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBDY:

&. Penetapan kebijakan tentang Sistem dan Prosedur Akuntansi

Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten dan Desa.

B,  Pemyusunan laperan keuangan dan pertangeungiawaban

pelaksanaan APBD Kabupaten dan APB Desa,

c.  Evaluasi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APB

Desa,

d. Penetapan kebijakan laporan keuangan dan
perianggungjawaban  pelaksanaan  pendanaan  urusan
pemerintahan vang menjadi tanggung jawab bersama (urusan

konkuren).
¢.  Fasilitasi penyusunan Laporan Keuangan dan pelaksanaan
APB Desa.
Bagian Kedua
hREPALA BADAN
Pasal 6

Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas

memimpin, merumuskan, mengkoodinasikan, membina, dan

mengevaluasi penvusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah

bidang Keuangan, dan Aset Daerah.

Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah sebagai Péjabat Penilai

Kinerja Jabatan Administrater dan Jabatan Fungsional

berdasarkan jenjangnya sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat

(1}, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah menyelenggarakan

fungsi Penunjangan Urusan pemerintahan bidang keuangan,

Untuk menvelengegarakan fungsi sebagaimana dimasud pada

ayat (3], Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah mempunvai

uralan [ugas:

a. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang
pengelolaan keuangan, dan aset daerah;

B, Memimpin pelaksanaan pelavanan penatausahaan
pengelelaan keuangan dan aset daerah;

€. Memimpin pelaksanaan pematauan, evaluasi dan pelaporan

pelaksanaan teknis bidang pengelolaan keuangan dan aset;

d. Mengkoordinasikan pelaksanaan penyusunan Rancangan
Perda tentang APBD dan Perda tentang Perubahan APBD;

e. Mengkoordinasikan pelaksanaan penyvusunan Rancangan
Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD:

. Melaksanakan fungsi BUD;

g. Merumuskan dan menectapkan program kerja Badan sebagai
pedoman pelaksanaan tugas jangka menengah dan jangka
pendek;

j
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Menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan AFBD:

Mengesahkan DPA SKFPD;

Melakukan pengendalian pelaksanaan APBD; _

Memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem pencnimaan

dan pengeluaran kas umum daerah;

. Menetapkan SPD; o

m. Menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian jaminan
atas nama pemerintah daerah;

n. Melaksanakan sistemn akuntansi dan pelaporan keuangan
daerah;

0. Menvajikan informasi keuangan daerah; _

p. Melakukan pencatatan dan pengesahan dslliam hal
penerimaan dan Pengeluaran Daerah sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan;

g. Merumuskan Kebijakan Pelaksanaan Implementasi Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan
Reformasi Birokrasi (RB) Lingkup Badan Keuangan dan Asel
Daerah;

+. Memberikar saran dan pertimbangan di bidang tugasnya
kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;

s. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan

kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah; dan

t. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan
sesuai dengan tugas dan fungsinya.

R

Bagian ketiga
SEKRETARIAT
Pasal 7

Sekretariat Badan Keuangan dan Aset Daerah dipimpin oleh
seorang  Sekretaris vang mempunyai lugas memimpin,
merencanakan, mengatur, mengoordinasikan dan mengendalikan
kegiatan operasional administrasi umum, keuangan dan
kepegawaian serta pengelolaan perencanaan, evaluasi dan
pélaporan;

Sekretaris Badan Keuangan dan Aset Daerah sebagai Pejabat
Penilai Kinerja Jabatan Pengawas dan Jabatan Fungsional

berdasarkan jenjangnva sesual dengan keentuan peraturan
perundang-undangan.

Untuk melaksanakan ftugas sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), Sekretaris Badan menyelenggarakan fungsi:

a. Penvusunan program dan petunjuk teknmis penvelenggaraan
administrasi umum, keuvangan dan kepegawaian seérta
Perencanaan, cvaluasi dan pelaporan;

b. Pengendalian dan pembinaan administras) umum, keuangan
dan kepegawaian serta Perencanaan, evaluasi dan pelaporan;

¢. Pengoordinasian penyvusunan program dan laporan bidang-
bidang; dan

d. Pelaksanaan tugas lain vang diberikan oleh atasan sesuai
dengan tugas pokok dan fungsinya.
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4 Ejntuic_ menvelenggarskan fungsi sebagaimana dimaksud pada
avat (3], Sekretaris Badan mempunvai uraian [UgAS | -

&l

b

Menvusun program kerja  Sekretariat sebagai  pedoman
pelaksanaan tugas,

!-.]s_rrelt'lcaﬂakan operasional Sekretariar berdasarkan skala
priovitas dan dana vang tersedia sebagai dasar pelaksanaan
gas: ' '
Mengoordinasikan bahan penvusunan dokumen perencanaan
program dan kegiaan Dinas/Badan:

h‘;mgn-urdi‘nmikan sahan penvusunan LPPD Tahuran dan
Lima Tahunan Badan di Bidang Pengelala Keuangan dan Aset
sebagal bahan pemvusunan LPPD Tahunan dan  Lima
Tahunan habupaten,

Mengoordinasikan balian penvusunan LEPJ Tahunan dan
Lima Tahunan Badan di Bidang Keuangan dan Aser sebagai
bahan penyvusunan LEPJ Tahunan dan akhir masa jabatan
Bupati;

Mengoordinasikan bhahan penvusunan Rencana Kegatan
Anggaran (RRA). Uokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA| dan
Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA| Badan:
Mengoordinasikan  pensvusunian  Laporan  Akuntabiliias
kinerja Badan dan pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
Menvusun program dan petunjuk teknis penvelenggaraan
administrast umum:  keuangan dan kKepegawaian serta
Program, evaiuasi dan pelaporan:

Menyvelengsarakan dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas
administrasi umum, keuangan dan kepegawaian sera
Frogram, evaluast dan pelaporan:

Mengoordinasikan hidang-bidang pada Badan dalam rangka
menghimpun Program. kegiatan, evaluasi dan menganalisa
data serta laporan hasil Kegiatan:

Mempelajari. memahami dan  melaksanakan peraturan
perundang-undangan vang berkaitan bidang rugasnya;
Memberikan saran dan perumbangan teknis. administras!
umum. keuangan tan kepegawaian serta Program. evaluasi
dan: petaporan kepada atasan;

Menyusun laporan administrasi umum, kKeuangan dan
kepegawaian serta Program. evaluasi dan pelaporan sebagal
pertanggungjawaban kepada atasam:

Membagi tugas dan memberi petunjuk kepada bawahan
untuk kelancaran pelaksanaan tugas:

Menilai hasil kerja bawahan secara berjenjang dengan jalan
memonitor dan mengevaluasi hasil kedanva untuk bahan
pengembangan karer

Melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan/atan  kegaan
kepada atasan; dar

Meiaksanakan tugas laimnva vang diberikan oleh-atasan.

Pasal 8

Selirerariat. terdin dan:
1. Subbagian Umum dan hepegawaian:
2. Subbagian keuangan dan Pelaporan.
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_ Paragraf 1
SUBBAGIAN LMUM DAN KEPEGAWATAN
Pasal O

(11 Subbagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh hepala
Subbagian vang mempunvai tugas merencanakan kegiatan.
melaksangkan. membasg tugas dan mengontrol pelaksanaan
ratalaksana, kepegasaian.  kehumasan dan  dokumeniasi,
perlengkapan. perbekalan dan keperluan alar rulis sera ruang
perkantoran paca Badan:

I{er:_lfalf} Subbagian Lmum dan Kepegawaian sebagai Peiabat
Penilai Rinerja Jabaran Fungsional berdasarkan Jenjangnva
sesual dengan kéwentuan peraturan perundang-undansan dan
Jabaran Pelaksana. ‘

LUntuk melaksanakan tugas  sebagaimana dimaksud pada
avat |1}, hepala Subbagian Umum dan Kepesawaian
menvelenggarakan fungs:

2

t3)

i

el

Frogram dan |7 kegiatan wurlisan surar  menyurat,
kepegawalan: kebumasan dan dokumentasi perlengkapan.
perbekalan dan keperiuan alar tulis serta ruang perkantoran;
Pelaksanaan  urusan  surar  menvurat, kepegawaian.
kehumasan dan dokumentasi, perlengkapan, perbekalan dan
keperluan alat tulis serta ruang perkantoram:

Pembagian pelaksanaan fugas urusan  Surat menyurar
kepegawalan, kehiimasan dan dokumentasi. perlenghapan.
perbekalan dan Keperluan alar tulis serta ruang perkantoran,
dan '

Pelaksanaan tugas lamn vang diberikan oleh atasan sesum
derigan tugas gan fungsinva.

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada
avat (3). Kepala Subbaman Umum dan Kepegawaian mempunyal

b,

=

LUraian tugas:
A,

Menvusun program kevia Subbagian Umum dan Kepegawaian
sebagal pedoman pelaksanaan tugas;

Mertvusun rencana segiatan dan melaksanakan urusan surar
menvurat, kepegawaian. kehumasan dan dokumentasi
periengkapan, perbekalan dan keperluan alat rulis seria
ruang perkantoran Badan)

Menviapkan bahan kegiatan kehumasan Badan!
Menganabisis.  rencara keburuhan  periengkapan  dan
keperluan alat tulis kantor (ATh), kebutuhan perlenghkapan,
ATk, perbekalan serta ruang Badan.

Menvusun rencana hebutuhan pemelihargan barang Badan:
hMelaksanakan pen ysunan dafrar kebutuhan barang hinghkup
Bacdan:

Melaksanakan  pengadaan  perlengkapan.  perbekalan,
pemeliharaan- atal oenataan gedung Kantor dan keperlaan
alar tulis kantor (ATh) Badan:

Melaksanakan. pentusunan daftar barang Badan menurut
penggolongan dan kodifikasi barang:

Melaksanakan delkumentasi dan pencatatan Barang Milik
Raerah dalam Karru Imventans Barang A. B, €, D E dan F:
Melaksanakan pensiapan bahan sersus Barang Milik Daerah
di Badan sebagai hahan penvusunan Buku Inventaris dan
Buky Induk [nveniaris bharang milik pemerintah daerah:
Pendistribusian perlenakapan dan keperluan alat tulis kantor ﬁr

(ATH) pacda Badan.
=1
A
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1. Menganalisa darn menvusun  usulan penghapusan = Aser
Badan:

m. Menyusun hfuhar. pEngajuan  penefapan  status  untuk
penguasaan gan penggunaan Barang Milik Daerah vang
diperaleh dari bebarn APBED dan perolehan lainnya vang sah:

. Melaksanakan pencatatan dan inventarisasi Barang Milik
Daerah vang berada dalam penguasaan Badan; '

o Menvusun usulan pemindahtanganan Barang Milik Daerah
berupa tanah dan arau bangunan vang tidak memeriukan
persetujuan DPRD dan Barang Milik Daerah selain tanah dan
bangunan:

p. Melaksanakan urusan administrasi kepegawaian lingkup
Badamn: '

q. Mengelola administrasi perjalanan dinas di lingkup Badan.

1. Melaksanakan pengavasan dan evaluasi pelaksanaan tugas
dan menginventansas! permasalahan di lingkup rugasnva
serta mencari alternatif pemecahannyva;

s. Mempelgjari. memahami dan melaksanakan peraturan

perundang-undangan vang Dberkaitan dengan  bidang

tugasnyva:

Memberikan saran dan pertimbangan tekms kepada arasan:

u. Membag tugas dan memberi petumuk kepada bawahan agar
pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar:

v. Menilai hasil keria bawahan dengan jalan memonitor dan
mengevaluasi hasil kerjanva untuk behan pengembangan
karier:

w. Melaksanakan tigas lamnyva vang diberikan oleh atasan

=

Paragral 2 _
SUBBAGIAN KEL ANGAN DAN PELAPORAN
Fasal 10

Subbagian Keuangan dan Pelaporan dipimpin oleh seorang

kepala subbagian vang mempunyal tugas pokok merencanakan,

melaksanakan. mengeialuast dan melaporkan pelaksanaan tugas

pengelolaan administas: dan pertanggungiawaban pengelolaan

Keuangan. peiaporan kinena. serta membimbing dan membiia

bendahara pada Badan

kepala Subbagian keuangan dan Pelaporan sebagat Pejabat

Penila: kinerja Jabatan Fungsional berdasarkan Jenjangnya

sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan

Jabatan Pelaksana. '

Untuk melaksanakar 1ugas sebagaimana dimaksud pada

avat (1), Kepala Subbagian hkeuangan dan Pelaporan

menyelenggarakan fuings o

a. Pemvusunan Program dan kegiatan adminmistras keuangan
paca Badan.!

b Pelaksanaan adrmnistiass kedangan pada Badan:

¢. Pembagian pelaksanaan tugas administrasi keuangan pada
Badan:

d. Penviapan bahan peovdsunan dokumen rencans  kerna
subbagian Keuangan dan pelaporan.

e Pemusunan l&poan realisas keuangan dan
program; kegiatan

H Perpusunan Laporan Kimerja Instansi Badan: dan

g. Pelaksanaan tugas !an vang diberikan oleh atasan sesual
dengan tugas dan fusagsimya.

Untuk menvelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada
avat (3. kepala Subbagian heuvangan dan Pelaporan mempunyai
Uraian tugas:

f

A 4 ilf.



I 1

(2

Jan

a. Menvusun program  kerja  Subbagian  Keoangan  dan
Pelaporan sebagal pedoman pelaksanaan tugas:

b, Penviapan bahan penvusunan dokumen rencana keria
suhbbagian keuangan dan pelaporan:

¢, Menvusun laporan Kinerja Perangkat Daerah

d. blelai-s&nahan hf:aaxalan administrasi  keuangan selaku

Pesabat Panatatisahasn Keuangan (PPK] di linglaungan Eﬂd_ﬁn
sesual dengan Peraturan Perundang-undangan:

e, Meneliti kelengkapan SPP-LS Pengadaan Barang dan Jasa
vang disampaikan oleh  Bendahara Perigeluaran  dan
diketahui/ diserujui oleh PPTK:

f. Meneliti kelengkapan SPP-UP. SPP-GU, 8PP-TU dan 5PP-L3
zaji dan wnjangan PNS seria penghasilan lainnva vang

ditetapkan sesual dengan ketentuan Perundang-Undangan

vang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran,

g. Memvenfikasi bukti-buktd SPJ dari para PPTh atas
penggunaan dana Gl

h. Meneliti dan atau memverifikasi setiap pengajuan SPP

kegiatan dengan ketersedian anggaran serla pembebanan

pada kode rekening:

Werviapkan SPM.

Melaksanakan pergeloiaan gaji dan tunjangan Pegawai Negeri

Sapil lingkup Badan.

k. Melakukan venfikasi hanan atas pererimaan:

. Menvelenggarakan Akuntansi Keuangan vang mehput
Akuntanst Penenmaan kas. Akuntansi Pengeluaran kas.
Akunianst Aset Teiap dan Akuntansi Selain kas:

m. Menviapkan laporan realisasi anggaran Badan setiap Bulan
dan Triwulan:

n,  Memviapkan laporan nerdca Badan setiap Trowulan dan Akhar

Tahun, o

Menviapkan catatan atas laporan keuangan,

Melaksanakan pengdwasan internal di lingkungas Subbagian

keuangan dan Pelaporan;

g. Mempelajari. memshami dan  melaksanakan pra'tmﬂn

perundang-undangan  vang berkaitan dengan bhalang

TUEASNYA,

Memherikan saran dan pertiimbangan eknis kepada atasan.

% Membagi tugas dan memberi petunjuk kepada hawahan
untuk Kelancarat peiaksanaan rigas:

t. Menilai hasil kerig bawahan dengan jalan memiomtor dan
mengevaluasi hasl hedanmva untuk bahan pengembangan
karier,

i Memvusun claporan peiaksanaan ugas daniaial Hegiatan
kepada atasan. dan

v, Melaksanakan tugas lamnia vang diberikan oléeh atmsan

LS

¥.6

Haman Neempat
BIDANG PERENCANYAN ANGGARAYN DAERAH
Fazal 11

Bidang Perencanaan Angszran Daerah dipimpin oleh seorang
Kepala Bidang »sang mempunyval ugas merencanasxan

program/ kegiatan — oociiasional, melaksanakan penvusunan
dokumen _‘r;r_-'l'}ijaqu'an PereTICRTIAAN ANBgATAN daeran:
hepala Bidang Perencavaan Angegaran Daerah sebagai Pejabar

Pemilai kinerja Jabaman Pengawas dan Jabatan Fungsional
berdazarkan Jenjangn g sesual dengan kewentuan peraturan
perundang-undangan

*
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Uniuk melaksanakan ‘ugas sebagaimana dimaksud pada
avar  [I]. hepala Buwlang Perencanaan Anggaran Daerah
menyelenggarakan fungs:

&, Pengkoordinasian pengalokasian angearan dalam
penvusunan hUA PPAS dan RUPA PPAS Perubahan serta
menviapkan rencana pengendalian pelaksanaan anggaran;

b. Pengkoordinasian pensusunan RKA/DPA Perangkat Daerah
dan atau RKAP/DFPA Perangkar Daerah;

c. Pengoerdinasian pensusunan Peraturan Daerah teniang
:EEE dan Peraruran kepala Daerah teniang penjabaran

d. Pengoordinasian pensusunan Peraturan Daerah  tentang

Perubahan APBD dan Peraturan Kkepala Daerah tentang
pemjabaran Perubahan APBD

¢. Fengoordinasian pensusunan peraturan kepala daerah
[entang teknis perny usunan anggaran Perangkar Daerah:

f. Penpoordinasian penvusunan Nota Keuangan APBD dan
Perubahan APBD: '

g. Pengoordinasian penyusunan rancangan peraturan kepala
daerah lentarng perubahan  peraturan  kepala  daerah
mendahulul penetapan peraturan daerah perubahan APBD:

h. Penvediaan anggaran kas:

i. Pelaksanaan koordingsi dengan unit kerja  dan  atau
perangkat daerah rerkait dan

i,  Pelaksanaan fungs lain svang diberikan atasan,/pimpinan
sesuai dengan tugas dan fungsiny a.

Unmk menyvelenggarakan fungsi sebagaiman dimaksud pada

avar (3, hepala Bulang Perencanaan Anggaran Daerah

FReMpUNVE Uraian tugas

a, Merencanakan program kerja Bidang Anggaran sebaga
pedoman pelaksanaan tugas:

b, Merencanakan operasional Bidang Anggaran berdasarkan
skala prioritas dan dana vang rersedia sebagai dasar dalam
pelaksanaan Tugas.

¢, Melakukan Kkoordimast  pengalokasian anggaran dalam
penvusunan kKUA PPAS dan KUA/PPAS Peribahan:

d, Melakukan keoordinast penvusuman RKA/DPA Perangkar
Daerah dan atau RRAP/DPPA Perangkat Daerah:

e Mengoordinasikan penvusunan Nota keuangan APBD dan
Perubahan APBD

i Mengoordinasikan penvusunan peraturan daerah tentang
APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran
APBD:

g, Mengoordinasikan penyvusunan rancangan peraturan Repals
tdaerah - tentang perubahan perdturan  kepala  daerah
mendahulul peneiapan peraturan daerah perubahan APBD.

h. DMengoordinasikarn penvusunan peraturan kepala daerah
teniang rekms peny usunan anggaran Perangkat Daerah:

Mengendalikan pemusunan penvediaan anggaran kas:

i Melaporkan hasi! pelaksanaan tugas dan/atau kegatan
kepada atasan: dan

k. Melaksanakan funss lain vang dibertkan atasan/pimpinan
sesuai dengan tuzas dan fungsinya,

Pasal 12

Bidang Perencanaan Angzaran Daerah, werdir dan.

1.

Subbidang Penvisunan Anggaran:
Subbidang Pelaporan Evaluasi dan Pengendalian Anggaran,

A

el 5
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Paragrafl 1
SUBBIDANG PENYUSUNAN ANGGARAN
Pasal 13

Subbidang Penvusunan Anggaran dipimpin oleh seorang hepala
Subbidang vang mempumval tugas pokok mempersiapkan dan
menyusun rencana anggaran daerah serta menvusun Rancangan
Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah
tenitang APBD dan Perubahan APBD.

hepala Subbidang Perusunan Anggaran sebagai Pejabat Pemilm
kinerja Jabatan Fungsional berdasarkan jenjangniya sesual

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Jabatan
Pelaksana.
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada avat

i1}. Kepala Subbidang Penyvusunan Anggaran menyelenggarakan

fungsi: '

a. Pelaksanaan koordinasi penvusunan rancangan hebpakan
Umum Anggaran (RUA| dan Prioritas Plafon Anggaran
Sementara (PPAS| Murni dan Perubahannva:

b. Penviapan penyvusunan Nota heuangan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daeranh Murmnidan rancangan perubahan APBD:

c. Penviapan bhahan penvusunan rancangan APBD dan
Perubahan APBD heserta lampirannya dan hasil pembahasan
Tim Anggaran unruk digjukan ke Dewan Perwakilan Rakvai
Daerah untuk pembanasan lebih lanjurt:

d. Penviapan permivusutian rancangan peraturan kepala daerah
tentang perubahan peraturan kepala daerah mendahului
penetapan rancangan peraturan daerah tentang perubahan
APBD:

e. Pemyiapan pidato sepala daerah dalam rangka pembahasan
rancangan APBD murmni dan perubahannva;

. Pelaporan pelaksanaan hasil pembahasan penvusunan
rancangan APBD dan Perubahan APED kepada Gubenur
sebagal bahan evaluas:

g Pengawasan terhadap perkembangan penvusunan Rencana
herja Anggaran (RhA) Murni dan Perubahan:

h. Pengawasan terhadap perkembangan pemvusunan Dokumen
Pelaksanaan Angearan ([DPA) Murni dan Perubahan:

L. Pengumpulan dan  pengelahan  dama-data  Anggaran
Pendapatan dan Belama Daerah serta laporan-laporan vang
diminta oleh Provms! dan Pusat vang berhubungan dengan
Anggaran Pendapaian dan Belanja Daerah:

J.  Pelaksanaan fungsi lain vang diberikan pimpinan sesua)
dengan ketentuan peraTuran perundang-undangan

Untuk menvelenggaraban fungsi sebagaimana dimaksud pada

avat (3). hepala Subbuilang Penvusunan Anggaran memplnvai

Uraan tugas .

a. Melakukan koordmasi peniusunan rancangan kebijakan
Jmum Anggaran dan prnioritas Plafon Anggaran Sementars
Murni dan Perubabannyva:

b, Menvusun Nota Reuangan Rancangan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Murni dan Perubahannya;

. Merumuskan. mentiapkan dan menvusun  rancangan
peraturan kepaia daerah tentang APBD dan perubahan APBD
heserta lampirann. a sebaga) bahan rapat tim anggaran vang
selanjuinva disampaikan ke Dewan Perwakilan Ralkyvat
Daerah;

d. Merumuskan. menviapkan dan memiusun rancangan

peraturan kepatn daerah tentang perubahan  peraturan’

kepala daerah mendahuluil penetapan peraturan daerah
tentang perubahan APBD: /1.
#“
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& Menvusun Konsep Pidaio Bupati terkait dengan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Murni dan Perubahannya:

{, Menvusun bahan laporan pelaksanaan hasil pembahasan
penvusunan rancangan APED dan Perubahan APBD vang
ditujukan kepada Gubenur sebagai bahan evaluast

g, Mengumpulkan dan mengolah datma-data  Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah seria laporan-laporan vang

dirminta oleh Provinst dan Pusat vang berhubungan dengan

Anggaran Penddparan dan Belanja Daerah.

k. Menvusun Nota heuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Mumi dan Perubahannyva:

i, Merencanakan operasional Subbidang Penyvusunan Anggaran
berdasarkan skala prioritas dan dana vang tersedia sehagai
dasar dalam pelaksanaan tugas:

j. Melaksanakan program pengawasan internal di hnghungan
Subbidang Penvusunan Anggaran.

k. Mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan
perundang-undangan vang Dberkaitan dengan bidang
TUZASTVAL

. Memberikan saran dan pertimbangan tekms bidang tugasnva
kepada atasan: '

m. Melaksanakan evaluasi tugas dan  menginventarisasi
permasalahan di hngkup tugasnya serta mencari alternarif
pemecahannya.

n: Membagi tugas kepada bawahan untuk kelancaran
pelaksanaan tugas sesuai dengan kerentuan vang berlaku:

o. Memberikan petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan

tugas dapat berjaian lancar:

Menilai hasil kerja bawahan seéard berjenjang untuk bahan

mengembangkan karern: '

Melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan/atay kegiatan

kepada awasan, dan

r. Melaksanakan ruges lamnva yang diberikan oleh atasan
sesiial dengan funasinya,

A

Paragral 2
SUBBIDANG FELAPORAN, EVALUASI DAN
' PENGENDALIAN ANGGARAN
Pasal 14

Subbidang Pelaporan. cvaluast dan Pengendalian Anggaran

dipimpin oleh seorang xepala Subbidang vang memplival tugas

pokok memiapkan dat menyusun pelaksanaan evaluas: dan
pengetidalian anggaran

Kepale Sublidana Pelaporan. Evaluast  dan  Pengéndalian

Anggaran sebagsi Peabar Pemlal hinena Jabatan Fungsiona:

berdasarkan Jenjangia sesug] denge’ RKetentuan FPeraturar

Perundang~undarigan dan Jabatan Pelaksana.

Untuk melaksanakan rueas sebagaimana dimaksud Dada avas

(11, Wepala Subbigariz Pelaporan. Evaluast dan Pengendaban

Angraran menyvelenggaranzn fungs

a, Pelaksanaan koordinzst penyusunan rancangan hebyaran
Umum Angpgaran dan Priontas Plafon Anggaran Sementars
miemi dan perubahanng:

b: Pelaksanaan koord:mesipenvisunan Rencana keqa Angearan
(RKA] dan Dokumen Peizksanaan Anggaran (DPA murm can
perubahan:

c. Pelaksanaan Analisa dan: pengendatian Rewgaran  daan
dokumen Rencana kera Anggarail (RhAl dan Dekumen
Pelaksanaan Angegaran |DPAI murmi dan perubaham

V"
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Pelaksanaan verifikasi rancangan dokumen Rencana herja
Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan dnggaran (DFA|
murni dan perubahan: '
Penelaahan program dan kegiatan baru VAng tercantum
dalam Rencana hkerja  Anggaran  (RKA)/  Dokumen
Felaksanaan Anggaran (DPA) murni maupun perubahan:
Pelaksanaan analisis usulan pergeseran anggaran peranglart
daerah; dan _ '

Pelaksanaan penganggaran berbasis kinega:

Penvusunan laporan di bidang perencanaan anggaran.

Lntuk menvelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada
avat (3}, Kepala Subbidang Evaluasi dan Pengendalian Anggaran
mempunyai uraiar rugas:

.
b

[
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Melakukan pendampingan penyusunan KUA PPAS dan KUPA

PPAS Perangkar Daerah.

Menganalisa kebiiakan dan Kebutihan Belanja serta

Pembiavaan Daerah

Melaksanakan pengumpulan data  Standar Biava Umum

|=BLl}, Harga Saruan Pokok Kegiatan [HSPK) dan Analisa

Standar Belanja |ASH)

Melaksanakan Permvusunan Surat Edaran Kepala Daerah

tentang Pedoman Umum Penvusunan APBD:

Melaksanakan Pepyvysunan Pedoman Umum  Perjalanan

Dinas Daerah:

Melaksanakan Penyusunan Peraturan Kepala Daerah tentang

Tara Cara Pergeseran Anggaran:

Menganalisa Kewajaran dalam dokumen Rencatia Wkeria

Anggaran (RkA| / Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan

kesesualannya terhadap dokumen Rencana Pembangunan

téangkq Menengan Daerah dan Rencana Kerja Pembangunan
aerah:

. Melaksanakan venfikasi rancangan Dokumen Pelaksanzan

Anggaran (DPA| Satvan herja Perangkat Daerah;
Menelaah program dan kegiatan baru vang tercanium dalam
Rencana Kerja Anggaran (RKA) / Dokumen Pelaksanaan
Anggaran (DPAJ:

Melaksanakan pengendahan dan pendampingan penvusunan
Hencana herja Angearan (RKAl dan Dokumen Pelaksanaan
Anggaran (DPA) perangkat daerah;

Melaksanakan Analisa terhadap dokumen usulan Pergéssran
Anggaran dan Perubahan Anggaran::

Melaksanakan pendampingan  penvusunan pergeseran
anggaran perangkar daerah: '
Melaksanakan penganggaran berbasis kinena;

Melaksanakan program pengawasan internal di linghkungan
Subbidang Evaluas dan Pengendalian Anggaran.
Mempelajari, memaham! dan melaksanakan peramuran
perundang-undangan vang berkaitan dengan  bidang
tugasnyvai

Memberikan saran dan pertimbangan teknis bidang tugasnva
kepada atasan:

Melaksanakan evaluast twugas dan  menginvenrarisas)
permasalahan di linghup tugasnva serta mencan alernanf
pemecahannya;

Membagi tugas dan memberi petunjuk kepada bawahan
untuk kelancaran pelaksanaan rugas;

Menilai hasil kerja hawahan secara berjenjang untuk bahan
mengembangkan karier:

Melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan/atau  kegiatan
kepada atasan: dan

Melaksanakan tugas kedinasan lammmya vang diberikan gleh
ALZLSATT.

h
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Baman helima
BIDANG PERBENDAHARAAN DAERAH
Pasal 13

Bidang Perbendaharaan Daerah dipimpin oleh seorang Repala

Biudang vang mempunvar tugas pokok merencanakan keglatan

operasional. melaksanakan penvusunan program dan petunjuk

teknis kegiatan pemvelenggaraan perbendaharaan keuangan
daerah serta melaksanakan sebagian dari tugas dan fungsi

Bendahara Umum Daerah (BUD). vaitu selaku kuasa Bendahars

Umum Daerah serta melakukan administrasi penerimaan.

penvimpanan dan pembavaran atas penerimaan dan pensverahan

uang dan/atau surat berharga untuk kepentingan daerah:

Kepala Bidang Perbendaharaan Daerah sebagai Pejabat Penilai

kinerja Jabatan Pengawas dan Jabatan Fungsional berdasarkan

Jenjangnva sesuai dengan Ketentuan peraturan perundang-

undangan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada

avat (1}. kepala Bidang Perbendaharaan Daerah

menvelenggarakan fungs.

a. Penatausahaan dan pengelolaan kas daerah;

b. Perumusan kebijakan teknis di bidang penerimaan dan
pengeluaran kas:

c. Pelaksanaan pembukuan dan administrasi penerimaan dan
pengeluaran daerah vang berupa kas dan vang setara kas:

d. Pelaksanaan dan pengendalian penerimaan. penvimpanan
dan pembayaran atas beban rekening kas umum daerah:

e, Pengelolaan utang dan piutang: dan

Penvusunan petunjuk teknis dan pembinaan admimsiras

keuangan vang berkaitan dengan penerimaan  dan

pengeluaran kas.

Untuk menvelenggarakan fungst sebagaimana dimaksud pada

avat (3), Kepala Bidang Perbendaharaan Daerah mempunvai

Luraian tugas:

Mengoordinasikan pengelolaan kas daerah:

Mengoordinasikan permindahbukuan uang kas daerah:

Mengoordinasikan penatausahaan pembiavaan daerah:

Mengoordinasikan pengelolaan dana perimbangan dan dana

transfer lamnva.

e. Mengoordinasikan penempatan wuang daerah dengan
membuka rekening kas umum daerah:

f. Mengoordinasikan PEMProsesan. penerbitan dan
pendistribusian lembar SP2D;

g. Mengoordinasikan pelaksanaan dan penelitian kelengkapan
dokumen SPP dan SPM. pemberian pembebanan rincian
penggunaan atas pengesahan SPJ gajl dan non gaj. serta
penerbitan SKPP.

h. Mengeordinasikan pervusunan laporan realisasi penerimaan
dan pengeluaran kas daerah. laporan aliran kas. dan
pelaksanaan pemungutan/pemotongan  dan  penvetoran
Perhitungan Pihak hetiga:

i.  Mengoordinasikan pelaksanaan piutang dan utang daerah
vang umbul akiba® pengelolaan kas. pelaksanaan analisis
pembiavaan dan penempatan uang daerah sebagai
optimalisasi kas:

J. Mengoordinasikan rekonsiliasi  dama penerimaan dan
pengeluaran kas serta pemungutan dan pemotongan atas
SP2D dengan instansi terkair:

k. Mengoordinasikan penvusunan perunjuk teknis administrasi
Keuangan svang berkaitan dengan  penerimaan dan
pengeluaran ks sErla penatausaliaan dan

pertanggungawaban (SPJ): /d?.
&

a. "

enon
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k. Mengoordinasikar peiaksanaan penerbitan SPD restitus:/
pengembalian kelebihan penerimaan;

m. Mengevaluasi pelaksanaan tugas dan MENZINYentarisasi
permasalahan dl bidang perbendaharaan serta mencan
alternanf pemecahannva;

n.  Melaksanakan pengawasan internal di lingkungan idang
perbendaharaan;

0. Memberi saran dan pertmbangan teknis kepada atasan:

P i—le:_'rilaf hasil kepa bawahan untuk bahan pengembangan
arir:

q. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan/atau kegratan
Repada atasan, dar

v, Melaksanakan tugas lainnva vang diberikan oleh arasan
sestial dengan rugas dan fungsinva.

Pasal 16

Bidang Perbendaharaan Daerah. terdiri dari;
1. ‘Bubbidang Belanja Operas::
2. Subbidang Belanja Modal dan Belanja Tak Terduga.
Faragraf 1
SUBBIDANG BELANJA OPERASI
Pasal 17

(1) Subbidang Belanja Oprerasi dipimpin eleh seorang  kepala
Subbidang vang mempunyal tugas pokok merencanakan
kegiatan. melaksanakan. membagl tugas dan  mengontral
kegiatan teknis dan administrasi penvelenggaraan

_perbendaharaan belania Operasi:

(2] Kepala Subbidang Belana Operas: sebagail Pejabar Pentlai kinerja
Jabatan Fungsional berdasarkan enjangnva sesuai dengan
kKetentan  peraturan  perundang-undangan  dan  Jabatan
Pelaksana.

i3] Unwuk melaksanakan tugas sebapaimana dimaksud pada: avar
|1} Repala Subbidang Helanja Operasi menvelenggarakan fungs::
a. Fenvedigan Surat Pempniapan Dana (SPD] bagi Perangkat

Daergsh  vang mengusulkan penvediaan dana untuk
ditandatangam cieh Beadahara Umum Daerah (BUD) atau
huasa BUD:

b Pelaksanaan pembukuan dan pencatatan register penvadigan
dan per triwulan: _

¢, Pembuatan Laporan realisasi penvediaan dana per triwulan.
semester dan tahuman! -

d. Pelaksanaan pengendalian terhadap penvediaan dana:

e. Pemberian peruniuk teknis tentang pelaksanaan sistem
penvediaan dana:

f. Penehtian dan pemberian pembebanan rincian penggunaan
atas pengesahan 37/ ga:

g, Penelitian Pengauan SPP/SPM  Belanjia Operast  dan
Penerbitan SP20 Belanja Operasi:

h. Pelaksanaan pengelolaan kas daerah: pemindahbukuan vang
kas daerah: dan penatausahaan pembiavaan daerah;

1. Pelaksanaan pengelolaan dana penmbangan dan  dana
rransier lainnyvas

§. Pelaksanaan kebiakan penempatan uang dasrah dengan
membuka rekeming kas umum daerah:

k. Pelaksanaan kebjjakan mputang dan utang daeralt vang
ambul akibat ‘pengelolaan  kas. pelaksanaan  analisis
pembiayaan dan  penempatan uang daeral  sebagal
oprimalisast kas: .

. Pelaksanaan pengadministrasian pemunguan dan "
Pemotongan Pihals  Ketiga:. serta penvusunan laporan "

T #
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realiasasi pemerimaan dan pengeluaran kas daerali. dan
laporan kas daerah. _ - _

m. Penelitian kelengkapan dokumen dan penerbitan Surat
keterangan Permbertiennan Pembavaran (SKPP gaji: dan

n. Pelaksanaan monitoring. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
[Iga5.

Untu'?amEﬂ}E]Ensg{trﬂkiazl fungsi sebagaimana dimaksud pada

avar (3). Kepala Subbuilang Belanja Operast mempunial uratan

tugas:

A, gﬁenyuﬂun program  kerja/kegiatan Sublndang Belama
Operasi sebagal pedoman pelaksanaan tugas: -

b. Menghimpun dan  mempelajarl  ketentuan. peraturan,
kebijakan dan pedoman vang berhubungan dengan hidang
Tugas:

¢ Menginventarisi permasatahan-permasalahan vang
berkaitan dengan  bagian  penyviapan.  pelavanan  dan
pengendalian dana  serta menviapkan bahan peunjuk
pemecahan masalah

d. Membuat konsep surar dinas vamg berhubungan dengan

kegiatan Sub Belanjs Operasi;

Melakukan penguilan atas permintaan SPD:

Meneliti  Pengajuan SPP/SPM  Belama Operasi dan

Menerbitkan SP2D Belanjd Operasi:

g. Meneliti kelengkapan dokumen dan menerbikan 3uras
keterangan Pemherhent:an Pembavaran (SKPP gaji:

h. Memeriksa dan mengoreksi hasil Kerja bawahan sebelum
disampaiken kepada arasan. _

. Alenilat prestasi kera bawahan di hnghungan Belanja Uperas
herdasarkan hasii kena vang dicapai sebagai bahan penilaian
prestasi kerja peganal iSKPI:

j. Melaporkan pelaksanaan kegiatan di lingkungan Belama
Operasi berdasarkan pelaksanaan kegiatan bawahan sebaga
bahan-masukan bag: pimpinan: dan

k. Melaksanakan tugas lain vang diberikan pimpinan sesua
bidang tugasnva.

=

Paragraf 2
SUBBIDANG BELANJA m0DAL DAN BELANJA TAR TERDUGA
Pasal 18

Subbidang Belamya Modal dan Belanja Tak Terduga dipimpin cleh

seorang hkepala Subindang vang mempunyai tugas pokok

pengulian atas permentaan pencairan dana anggaran daerah

berdasarkan Surar Permintaan Pembavaran (SPP) dan Surat

Perintah Membavar  [SPN) dan Pejabat Pengguna

Anggaran/kKuasa Pengguna Anggaran serla memroses pencairan

belanja tak terduga.

hepala Subbidang Belinja Modal dan Belanja Tak Terduga

sebagal Pejabat Pendal kinerja Jabatan Fungsional berdasarkan

demangnya  sesual  dengan keténtuan peraturan perindang-

urdangan dan jabatan pelaksana.

Untuk melaksanakan tupas sebagaimana dimaksud pada avat

11}, Kepala Subbidans Belania Belania Modal dan Belanja Tak

Terduga menvelengearakan fungsi

g Pelaksanaan penelivan atas kelengkapan dokumen SPM-UP,
SPM-GU, 3PM-TU dan S5PM-LS vang diagjukan oleh Pengguna
Anggaran /huasa  FPengguna  Anggaran  sesual kerentuan
Peraturan Perundang-undangan vang berlaku:

. Penviapan dan Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana
iSP20) atas beban - rekening kas bmum daerah;

h

Y



c. Pelaksanaan pengendalian dan  pencataan  belanja
berdasarkan atas pagu dana dan kode rekening anggaran
masing-masing kegmtan: : .

d. Pemyusunan laperan bulanan terhadap realisasi anggarvan
belanja dari masing-masing Perangkat Daerah berdasarkan
sumber dana;

e, Pelaksanaan monioring dan  evaluasi dan  pelaporan
pelaksanaan tugas ' _ .

|4} Untuk menvelenggarakar fungsi sebagaimana dimaksud pada
avar (31, Kepala Subbidang Belanja Belanja Belanja Modal dan

Belama Tak Terduga mempunyal uraian tugas:. )

a. Menvusun program  kKema/ kegiatan Subbidang Belania
Belanja Medal dan Belanja Tak Terduga sebagai pedoman
pelaksanasn tugas

b. Menghimpun dan mempeldjari ketentuan. peratuaran.
kebijakan dan pedoman vang berhubungan dengan bidang
tLgASs:

c. Menginveniamsas: permasalahan-permasalahan VEng
nerkaitan dengan Subbidang Belanja Belanja Modai dan
Belanjia Tak Terduga dan menviapkan bahan petunjul
pemecahan masalah.

d. Meneliti kelengkapan dekumen/SPM yang dimjukan olgh
pengguna anggaran kuasa Pengguna anggaran agar
pengeluaran vang digjukan tdak melampani pagu dan
memenuhi perstaratan vang ditetapkan dalam  peraturan
perundang- undangan yang beriaku;

e, Melakukan peméiongan langsung atas perhitungan pajak
dan melakukan penyeroran atas kewajiban daerah;
Menviapkan realisasi belanja:

g. Melakukan penagihan pembavaran berdasarkan permintaaan
penjabat pengguna anggaran/kKuasg penggunaan anggaran
atas heban rekening has umum daerah;

h. Menviapkan konsein net 5P2D untuk ditandatangam ocleh

Bendahara Umum Daerah (BUD|/Kuasa BUD;

Membuar Register SP20:

Membuar surat Periolakan SP2D: _

Menvimpan dan penatausahaan dokumen pada Subbidang

Belanja Belanja Madal dan Belanja Tak Terduga:

. Membuar konsep surat dinas vang berhubungan dengan
kegiatan Subbidasng Belanja Belanja Modal dan Belanja Tak
Terduga: '

m. Mengoordikasikan rekonsiliast data penerimaan dan
pengeluaran kas serta pemungutan dan pemolongan atas
3P2D dengan mstansi rerkair:

n. Mengoordinasikan penvusunan perunjuk teknig administras:
vang berkaitan densan penerimanaan dan pengeluaran kas
serta penatausahazn dan pertanggungawaban (SR

o. Mengoordinasikan pelaksanaan pernerbitan SFD
restitusi/pengembalian kelebibhan penerimaan:

p. Melaksanakan evallias: di mrernal subbagian serta mencari
alternaufl pemecananna;

g. Menila: prestas: kerna bawahan sebagal bahan pentlaan
prestas] kerja pegawal |SKP:

r. Melaporkan peiaksanaan kegiatan sebagal bahan masukan
bag pimpinan: dan _

5. Aelaksanakan Tugas lain jang diberikan pimpinan sesual ﬁ

dang tugas, _
A 4 b
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Haman keenam
BIDANG AKUNTANS! DAN PELAPORAN KEUANGAN DAERAH
Pasal 19

Bidang Akuntans dan Pelaporan Keuangan Daerah dipimpin

oleh seorang Kepala Bidang vang mempunyal tugas pokek

merencanakan operasional. THengatur; mengelola.

mengoordinasikan, mengendalikan, mengevaliyas: dan

melaporkan pengelolaan keuangan. akuntansi dan pelaporan.

Kepala Bidang Akurnrans: dan Pelaporan heuangan Daerah

sebagai Pejabat Penilai kinerja Jabatan Pengawas dan Jabatan

Fungsional berdasarkan jenjangnva sesuai dengan ketentuan

peraturan perandang-undangan.

Untuk melaksanakan rugas sebagaimana dimaksud pada avat

(1). Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah

menyvelenggarakan Ringss

a. Pelaksanaan pemvusunan laporan keuangan  pemernniah
daerah dan pertanggungiawaban pelaksanaan APBD:

b, Pelaksanaan pembimaan teknis pertanggungawaban dan
pelaporan keuangan daerah;

¢. Penvedisan bahan dan merumuskan peraturan. kebjakan
dan peromguk tekmis  terkalt pertanggungawaban  dan
pelaporan akuntansi. dan

d. Pelaksanaan dan pengembangan Sistem Aplikast heuangan
Daerah.

Untuk memvelenggarakan fungsi sehagaimana dimaksud pada

avat {3i, hepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan heuangan

D;'HE_‘TEI.}'I Mempunial uraiah tugas:

a. Merencanakan program kerja Bidang AKuniansi sebagai
pedoman pelaksanaan rugas:

b.  Merencanakan operasionsal Bidang Akuntansi berdasarkan
skala prioritag dan dana tersedha sebagai dasar dalam
pelaksanaan tugas:

c. Menvusun bahan laporan akunmnbilitas kinerja Bidang

Akuntansi yvang akan dikoordinasikan ke zekretariat sebagan
pertanggungiawaban kepala badan Kepada Bupatl,

d. Menvediakan bahan dan merumuskan peraturan. kebhakan
dan petunjuk reknis pengelolaan keuangan daerah vang
terkait dengan pelaksanaan rugas bidang akuntansi,

e. Melakukan kegiatan pemeliharaan. pemantauan dan
pengembangan  Sistemn  Aplikasi  Pengelolaan Keuangan
Daerah;

f.  Melaksanakan kegiatan penvusunan laporan Keuangan
daerah dan laporan pertanggungawaban pelaksanaan AFBD
secara berkala:

g Mendistribusikan |laporan keuangan daerah secara berkala
wepada pinak vang berkepentingan:

b Melakukan koordinasi dan kerja sama dengan unit internal
pemevintah daeralh maupun dengan unit pemerintah lain
terkait pelaksanaan rugas bidang akuntansi;

L Menghimpun dan menganalisa data serta menvajikan laporan

hasil kegratan:

Melaksanakan pengawasan internal di ingkup tugasnya.

Mengevaluasi pelaksangan tugas dan  mengnventansas

permasalahan ol lmekup tugasnva dan mencan alternatil

pemecahannya:

1. Mempelajan. memabami dan melaksanakan peraturan
perundang-undangan  yvang berkaitan dengan Dbidang
togasnyva sebaga pedoman dalam pelaksanaan tugas: _

m. Membagi tugas dan memberi petunjuk kepada bawahan
untik kelancaran pelaksanaan tugas: /""f #

e

W
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1. Meniiai hasil keria bawahan untuk bahan pengembangan
karier: _

o. Meiaporkan has:ﬂ pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan
kepada atasan: dar

p. Melaksanakan ngdb kedinasan lainnya vang diperintabkan
atasan.

Pasal 20

Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah, terdiri dari;

1.
2.

{11

|2

(3]

fa

Subbidang Akuntansi Perangkat Daerah.
Subbidang honsolidas| dan Pelaporan.
Paragraf ]
SUBE!D.-‘I.NG ARLUNTANS] PERANGRAT DAERAH
Pasal 21

Subbidang Akuntans: Perangkat Daerah dipimpin eleh seorang
Kepala Subbidang vand mempunval tugas pokok melaksanakan
sebagian fungsi Bidang Akuntansi Perangkat Daerah.

Kepala Subbidang Akuntansi Perangkar Daerah sebagai Peiabart

Pepilai Kinerja Jabaran Fungsional berdasarkan Jemjangnya

sesual dengan ketentuan peératuran perundang-undangan dan

Jabatan Pelaksana

Unwk melaksanakan rugas sebagaimana dimaksud pads avar

[1). HRepala Subbwizng Akuntansi Perangkar Daerah

menvelenggarakan-fungsy

a. Pelaksanaan PURILIAS] laporan pertanggunmawaban
fungsional perangka: daerah:

b. Pelaksanaan rekonsihast  laporan  pertanggungawaban
fungsional perangral daerah; '

¢. Penviapan bahan biporan pertanpgungjiawaban APBD dan
perangkar daserah. '

d. Pelaksanaan rekonsiliasi laporan keuangan pada perangkat
daerah:

e Pelaksangan koordinasi: dengan  umit  vang mengelola
penatausahaan  belama  dan  pendapatan daerah  untuk
memperaleh data pendapatan dan belanja daerah secara
berkala:

f. Pelaksnaan koordinasi alas penatausanaan can
pertangeungiavwaban dana vang dikelola oleh Badan Lavanan
Umum Daerah (BLLUDj: '

gz Pelaksanaan koordinasi atas  penatausahaan dan
pertanggungiavwaban dana vang dikelola oleh Badan Usaba
Milik Daerah (BLIND)

h. Melaksanakan pembinaan teknis laporan
pertanggungiawaban dan  penvusunan laporan  Keuangan
daerah: dan

. Mempersiapkan baban bagl perumussan peraturan. kebijakan

dan peturguk teknis vang terkair dengan pelaksanaan tugas.

Subbidang Akunrans: Perangkat Daerah.

Unmuk menvelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada

avar (3} hepala =ubtndang. Akuntansi Perangkat [Daerah

mﬂmpunyai Uramsn tuaRs

g Merencanakan program kepe  Sublndang Akuntdns
Perangkar Daerah sebagal pedoman pelaksanaan tugas:

b. Merencanakan operasional Subbidang Akuntanst Perangkat
Daerah berdasarkan skala prioritas dan dana rersedia sebagai
tlasar dalam pelaksanaan iugas:

¢ Menvusun baharn faporan akuntanbilitas kinegja Subbidang
Akuntansi Orgaivisast  Perangkat Daergh vang  akan
dikoordinasikan ke sckretariat sebagal pertanggungawaban
kepala badan kepadsa Bupati; _

’ ’ A
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d. Menvediakan bahan dan merumuskan peraturan. kebjakan
dan perunjuk teluns pengelolaan keuangan daerah vang
terkait dengan pelaksanaan tugas Subbidang Akuntans
Organisasi Perangikar Daerah: 1

e, Mempersiapkan data pendapatan dan belanja daerah secara
perkala:

f Melakukan evaluasi Jlaporan pertanggungawaban dan
laporan keuangan organisasi perangkat daerah  serara
berkala: :

g Meiakukan rekonsiliast laporan pertanggungiawaban dan
laporan keuangan orgamsas: perangkat daerah secara
berkala:

. Menviapkan bahan laporan pertanggungawaban APBD darn
orgatisasi perangkal daerah;

i. Melaksanakan sembinaan 1ekis laporan
pertanggungiawaban dan penvusunan laporan keuangan
daerah:

j.  Menghimpun dan menganalisa data serta menvajkan laporan
hasil kegiatan:

K. Melaksanakan pengavasan miernal di ingkup tugasnya:

Mengevaluasi pelaksanaan fugas dan menginveniarisass

permasalahan di lingkup tugasnva dan mencari alternanf

pemecahannyva:

m, Mempelajari. memahami dan melaksanakan peraturan
perundang-undangan  vang berkaitan dengan  bidang
ilgasnyva sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.

r. Membagi tugas dan memberi petunjuk kepada bawahan
untuk kelancaran pelaksanaan tugas:

o. Menilai hasil keria bawahan untuk bahan pengembangan
Lkarier:

p. Melaporkan hasi! pelaksanaan tugas dan/atau RKegiatan
kepada atasan, dan

q. Melaksanakan twigss kedinasan lainnva vang dipermtankan

ATl SH]TN .
Paragraf 2
SLUBBIDANG KONSOQLIDASI DAN PELAPORAN
Pasal 22

Subbidang konsolidas1 dan Pelaperan dipimpin oleh seorang

hepala Subbidang vang mempunvai tugas pokok melaksanakan

sebagian fungsi Bidang Akuntansi pada pelaporan dan tundak

lanjut.

Kepala Subbidang Ronsolidas: dan Pelaporan sebagal Pejabat

Penilai kinerja Jabatan Fungsional berdasarkan jemangnye

sesual dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan

Jabatan Pelaksana

Untuk melaksanakan rugas sebagaimana dimaksud pada avar

[11.  ‘Kepala  Subbiang honsohdasi dan Pelaporan

menielenggarakan [Lngs

a. bMelaksanakan konsclidast atas laporan keuangan '‘OFD,
BLUD, BUMD dan laporan dana lainnya menjadi laporan
keliangan pemerintah daeran:

b, Menyvusun laporan Heuangan pemeriniah daerah secara
herkaia (trwuian, semester dan tahunani:

. Mendistribusikan  laporan  keuangan pemerimah  daerah
kepada pihak Tain vang berkepentingan:

¢, Membanitu Majehs Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan
Ganti Rugl Daerah dalam memantau pelaksanaan sindak
lamjut atas penvetoran tuntutan kerugian daerah:

e, Pelaksanaan keotdinasi pelaksanaan pepnatausahaan dan
pertanggungjawatian dana vang dikeldla oleh  unit-um

A A
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pemerintah  tanpa melalui rekening kas umum daerah
(bantuan operasional sekolah dan dana kapitasi Kesehatan),
Pelaksanaan fungs! sebagai unit Akuntansi Pembantu
Pengguna Anggaran \\ilavah (AUPPAW]) hasil koordinasi atas
tugas pembantuan (TR},

Melaksanakan pembinaan teknis laporan
pertanggungjawaban dan penvusunan laporan keuangan
caerah: .
Mempersiapkan hahan bagl perumusan peraturan. Kebijakan
dan petunjuk teknis vang rerkair dengan pelaksanaan tugas
Subbidang konsolidas:. pelaperan dan tindak lanjut. dan

Melakukan pemeliharaan dan pengembangan atas 3Sistem
Aplikasi Pengelolaan heuangan Daerah.

(4| Untuk menvelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada
avat (3), Kepala Subbidang Konsolidasi Pelaporan dan Tindak
Lanjutr mempunyal uraan tugas .

&

-

1.

Merencanakan program  kerja  Subbidang konsohidasi,
Pelaporan dan Tindak Lanjut sebagai pedoman pelaksanaan
LU EAS,

Merencanakan operasional Subbidang konsolidasi. Pelaporan
dan Tindak Lanju: berdasarkan skala prioritas dan dana
tersedia sebagai dasar dalam pelaksanaan tugas:

Mensvusun bahan RPJPD, RPJMD. dan RKPD Badan dalam
Subbidang Konsolidas:, Pelaporan dan Tindak Lanjut sebagas
bahan untuk pemvusunan RPJPD., RPJMD. dan RRPD
habupaten:

Menvusun baharn Rencana Strategis (Renstral dan Rencana
kerja (Renja) Badan dalam Subbidang konselidasi. Pelaporan
dan Tindak Lanjur sebagai bahan pelaksanaan RPJPD.
RPIMD, dan RhPD habuparen:

Memvusun bahan LPPD tahunan dan lima tahunan Badan
dalam Subbidang konsolidasi, Pelaporan dan Tindak Lanjur
sebagai bahan penvusunan LPPD Tahnan dan lima tahunan
kabupaten:

Menvusun bahan LKPJ 1ahunan dan lima rahunan Badan
dalam Subbidang honsolidasi, Pelaporan dan Tindak Lanjur
sebagai bahan pervusunan LEPJ Tahunan dan akhir masa
jabatan Bupanu:

Menmyvusun Rencana kegiatan Anggaran (RKAl. Dokumen
Pelaksanaan Angearan (DPA] dan Dokumen Pelaksanaan
Perubahan Anggaran (DPPA} Subbidang honsolidasi
Pelaporan dan Tindak Lanjur:

Menyusun bahan laporan akuntanbilitas kinerja Sublndang
honsolidasi, Pelaporan dan Tindak Lanjut vang akan
dikoordinasikan ke sekretariat sebagai pertanggungawaban
kepala badan kepada Bupan:

Menvediakan bahan dan merumuskan peraturan. kebijakan
dan petumuk texmis pengelolaan keuangan daerah yang
terkait dengan peiaksanaan tugas Subbidang honsolidasi.
Pelaporan dan Tindak Lanjur;

Melaksanakan konsolidasi atas laporan keuangan OFPD,
BLUD. BUMD dar laporan dana lainnva menjadi laporan
keuangan pemerintan daerah:

Menggordinasikan pelaporan pertanggungiawaban dana BOS
dan Dana kapitasi hesehatan secara berkala:

Melaksanakan konsolidasi atas laporan keuangan pemenntah
daerah:

. Menvusun laporan  keuangan pemerintah daerah  secara

berkala:
Mendistribusikan laporan  keuangan pemerintah  daerah
kepada pihak lain 1 ang berkepenungan secara berkala.

A

4
"



(%)

{24

(3}

- 25-

o. Memonitor dan melaporkan pelaksanasn tindak lanjurt
penvetoran ke kas daerah terkait penvelesaian tuntutan gantl
kerugian daerah seoara herkala:

p. Melakukan pemehharaan dan pengembangan atas Sistem
Aplikasi Pengelolaan Keuangan Daerah: ‘

q- Menghimpun dan menganalisa data serta menyvajikan laporan
hasil kegiatan:

v.  Melaksanakan pengawasan internal di lingkup tugasnya:

5. Mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisas:
permasalahan ¢ linghup tugasnyva dan mencari alternanid
pemecahannvas _

t. Mempelajari, memablami dan melaksanakan peraturan
perundang-undangan vang berkaitan dengan bidang
tugasnyva sebagal pedoman dalam pelaksanaan tugas:

u. Membagi tugas dan memberi perunjuk kepada bawahan
untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

v. Menilai hasil kers bawahan untuk bahan pengembangan
karier;

w, Melaporkan hasi pelaksanaan tugas dan/atau kegatan
kepada azasan: dan

% Melaksanakan tugas kedinasan lamnyva vang diperintahkan
atasarn.

_ Fegan hetjub _
BIDANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
Pasal 23

Bidang Pengelolaan Barang Millk Daerah dipimpm oleh seorang

hepala Bidang vang mempunva: tugas pokok melaksanakan

sebagian fungst Badan di bidang pengelolaan Barang Milik

Daerah.

Kepala Bidang Pengeloigan Barang Milik Daerah sebagal Pejabat

Penilai hinerja Jabaran Pengawas dan Jabatan Fungsional

berdasarkan jenjangma sesuail dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan '

Untulk melaksanakan rigas sebagaimana dimaksud pada avar

Ii'iL Kepala Bidang Barang Milik Daerah menvelenggarakan

ungsi:

a. Pengoardmasian penyusunan standar harvga berdasarkan
jenisdan tipe barang

b,  Penzoordinasian penviapan bahan pertimbangan
persetujuan datam penyusunan rencana kebutuhan Barang
Milik Daerah:

¢,  Pengoordinasian nenviapan bahan pertimbangan
persetujuan  dalkum  pemyusuinan o rencana  kKebutuhan
pemelifaraan; perawatan Barang Milik Daecah; '

d. Pelaksanaan peniaiausanaan Barang Milik Daerah;

¢. Pengoordmnasian pelaksanaan nventarisasi Barang Milik
Daerah;

Z Pengoordinasian pelaksanaan pengamanan fisik,

“administras: dan [ukum Barang Milik Daerah:
g. Pengoordingsian penviapan dokumen pergajuan usulan
pemanfaatan dan pemindahtanganan Barang Milik Daerah!
h. Pengeordinasian hasi penilaian Barang Milik Daerah:
P Pentviapan doklmen pPeTIEEUTIHAD, pemartfaatarn,
pemusnahan dan penghapusan Barang Milik Daerah: _
I Pengoordinasian  pelaksanaan rekonsillasi dalam rangka
penvusunan-laporan Barang Milik Daerah:
k. Pengoordinasian penyvusunan dan penghimpunan laporan
Barang Milik Dasrsh darl Perangkat Daerah; dan
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Pengoordinasian dan melaksanakan pembinaan pengelolaan
Barang Milik Daerah

(4} Untuk menvelenggarakan fungsi -sébagaimana dimaksud pada
avat (3], Kepala Bidanz Pengelolzaan Barang Milik Daerah
mempunyal uraiar rugas:

a.
b
&:

(48

T1.

Merencanakan program kerja Bidang Pengelolaan Barang
Milik Daerah sehagal pedoman pelaksanaan tugas: _
Menvusun program dan petunjuk reknis dalam lingkup
TUgASNLVA, - ;
Menvelenggarakan koordinas: bahan penetapan pejabat
vang mengelola Barang Milik Daerah, .
Menvelenggarakan  penvusunan  bahan  perseiujuan
sekretaris Daerah mengenal rencana kebutuhan Barang
Milik Daerah:
Menvelenggarakan penvusunan bahan Penetapan Bupau
tentang penggunaan Barang Milik Daerah melalui Sekretans
Daerah:
Menvelenggarakan pengaturan bahan Persetyjuan Hupan
tentang  Pengeunaan, Pemanfaatan. Pemindahianganan.
Penilaian. Pemusnahan dan Penghapusan Barang Mk
Daerah melalun Sekretaris Daeran: _ .
Mensusun konsep surat Persetujuian Bupan 1eniang
Penggunaan, Pemaniaatan. Pemindahtanganan. Penilaian,
Pemusnahan dan  Penghapusan Barang Milik Daerah
melalui Sekreraris Daerah:
MenvelenggaraRan PENYLISUNAD wsulan pengaluan
permindahtanganan Barang Milik Daerah vang memerlukan
persetljuan  DPRED, melalwi Sekretanis. Daerah  sebaga
bahan Pengajuan Bupan Kepada DPRD:
Penvelenggaraan bahan koordinas: dalam pelaksanaan
inventarisasi Barang Milik Daerah;
Menvelenggarakan koordinasi babhan penilaian Barang Ak
Daerah;
Menvelenggarakan penvapian dan menvampaikan Daftar
Kebutuhan Barang Mihk Daerah dan Daftar Kebutuhan
Pemeliharaan Barang Milik Daerah sebagai dasar
pelaksanaan pengddaan dan pemeliharaan Barang Ahhk
Daerah;
Menvelenggarakar dokumentast dan pencatatan hasil
perigadaan Barang Nilik Daerah:
Membantu  mem elenggarakan  keordinast  pengelolaan
Barang Milik Daerah,
Mengoordinastkan pencatazan Barang Milik Daerah berupa
tanal dan/atau bangunan vang telah diserahkan dan
Pengguna Barang \ang tdak digunakan untuk kepentingan
penvelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan
sedang tidak dimanfaatkan mhak lain kepada Bupat
melalul Pengelola Barang, serta Barang Milik Daerah vang
berada pada Pengelola Barang: )
Mengoordinasikan pendaftaran dan pencatatan Barang Milik
Daerah ke daiam Daftar Barang Pengelola — menurut
penggolongan dan wodefikasi barang:
Menvelenggarakan penvusunan laporan barang semesteran
dan tahunan memad: Laporan Barang Milik Daerah:
Menvelenggarakan  penghimpuran dan penelittan  data
Barang Miik Daerah dalam ranghka Pengegunaan.
Pemanfaatan, Pemundahtanganan, Penilaian. Pemusnahan
dan Penghapusan Barang Milik Daerah;
Memvelenggarakan sosialisasi kebijakan pengelolaan Barang
Afilik Daerah:

S
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‘s, Mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventansas:
permasalahan 1 lingkup tugasnyva serta mencari alrernatl
pemecahannva.

+. Melaksanakan pengaiasan internal di ingkungan Bidang
Pengelolaan Barang Milik Daerah:

u.  Mempelajari, memahami dan  melaksanakan peraturan
perundang-undangen  vang berkaitan  dengan  hidang
tugasnyva; _

v. Memberi saran dan pertimbangan teknis kepada atasan:

w.  Membagi tugas dan memberi petunjuk kepada bawahan
uniuk kelancaran pelaksanaan tugas:

%. Menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan
karier;

v, Melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan/atau hegiatan
kepada atasan, dan

z. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya vang diberikan oleh
AtASADN.

Pasal 24

Bidang Pengelolaan Barang dhilik Daerah. terdirt dary

1. Subbidang Analisa hebutuhan dan Pemanfaatan Barang Milik
Dacrah:

2. Subbidang Pemindalhangan: Pemusnahan dan Penghapusan
Barang Mihik Daesrah

Paragral 1
SUBBIDARNG ANALISA REBUTUHAN DAN PEMANFAATAN
BARANG MILIK DAERAH
Pasal 25

(1| Gubbidang Analisa hebutuhan dan Pemianfaatan Barang Milik
Daerah. dipimpin  oleh  seorang Kepala Subbidang vang
mempunyal tugas pokok melaksanakan sebagian fungs: Bidang
Pengelolaan Barang Milik Daerah di hidang anahisa kebutuhan
dan pemanfaatan Barang Milik Daerah

(2) Kepala Subbidang Anabsa Kebutuhan dan Pemanfaatan Barang
hMilik Daerah sebagar Pejabat Penilal kinerja Jabatan Fungsional
berdasarkan jemjangnia sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan dan Jabatan Pelaksana,

131 Unwik melaksanakan tugas sebagaimana dimaksid pada avar
|1} Kepala Subbidang Analisiss Rebutuhan dan Pemanfaatan
Barang Milik Daerah menyvelenggarakan fungsi
a, Pemviapan  bahan  pertimbangan  persetjuan  dalam

pemrusunan rencana kebutuhan Barang Milik Daerah:

b, Penviapan  bahan  pertimbangan persetujuan  dalam
pensusunan rencana kebutuhan pemeliharaan; perawatan
Barang hlilik Daerah.

e Pemviapan penerapan  status penggunaan Barang Milik
Daerah.

. Penviapan konsep sural  Keputusan penelapan’ Slatus
penggunaan Barane Milik Daerah:

e Pemviapan dokumer atas pelaksansan pemanfaatan Barang
Milik Daerah: _ _

. Penviapan dokumen hasil penilaian Barang Milik Daeraly
dalam rangka pemanizatan Bardang Mibik Dasrah:

2. Pelaksanaan rekonsibasi laporan barang mihk darah.

k. Penghimpunan dan pem usynan laporan barang milik daerah
dalam rangka penvasunan laporan keuangan pemerintah

daerah; dan
AT =
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Pelaksanaan tugas-tugas lain vang diberikan oleh hepala
Bidang.

Untuk menvelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada
avat (3). Kepala Subhidang Analisis Kebutuhan dan Pemanfaaran
Barang Milik Daerah mempunvai uraian tugas:

.

h.

el

-

Merencanakan program kerja Subbidang Analisa hebutuhan
dan Pemanfaaran HBarang Milik Daerah sebagai pedoman
pelaksanaan tugas

Menviapkan penvusunan bahan penetapan Bupan tenrang
standar barang. standar keburuhan dan standar harga:
Menviapkan bhahan  pelaksanaan koordinasi  dengan
perangkat daerah reknis terkait penetapan standar barang.
standar kebutuhan tlan standar harga:

Menviapkan bahan penelaahan usulan Rencana hebutuhan
Barang  Milik Caerah Pengguna Barang dengan
memperhatikan data barang pada Perngguna Barang
dan/atau Pengelola Barang,

Memvusun konsep Surat  keputusan Sekretaris Daerah
tentang Rencana heburuhan Barang Milik Daerah:
Menghimpun dan mendokumentasikan Rencana hebutuhan
Barang Milik Daerah melipun perencanaan pengadaan
Barang Milik Daerah. perencanaan pemeliharaan Barang
Milik Daerah. perencanaan pemanfaatan Barang Mibk
Daerah, perencanaan pemmndahtanganan Barang Milik
Daerah; dan perencanaan penghapusan Barang Mibik
Daerah:

Menvusun konsen  Surat  heputusan Bupan tentang
Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah:
Menghimpun dan mendokumentasikan usulan penetapan
status penggunaan Barang Milik Daerah:

Menviapkan bahan penelitian atas permohonan penetapan
starus penggunaan Barang Milik Daerah:

Menviapkan bahan penelitian dan pertimbangan teknis dalam
rangka penggunaan Barang Milik Daerah:

Menviapkan bahan penelinan dan pertimbangan tekms dalam
rangka pemanfaaran Sarang Milik Daerah;

Menviapkan bahen pelaksanaan pemilihan dan penetapan
mitra pemantaaran Barang Milik Daerah:

- Menghimpun. mendokumentasikan dan  menviapkan

dokumen hasii penilaian dalam rangka pemanfaatan Barang
Milik Daerah.

Menyviapkan bahan pelaksanaan penilatan dalam rangka
pemanfaatan Barang Milik Daerah:

Menvusun konsep kepurusan Bupati tentang penetapan Tim
Penilat/Pentlai dalam rangka pemanfaatan Barang Milik
Daerah selain tanah dan/atau bangunan:

Menyvusun konsep heputusan Buparti tentang penetapan hasil
pentlaian dalam rangka pemanfaatan Barang Milik Daesrah;
Menyusun  konsep  surat  perjanjian dalam rangka
pemanfaatan Barang Milik Daerah:

Menyiapkan konsep perserujuan Buparti tentang pemanfaatan
Barang Milik Daerah,

Menyiapkan konsep Berita. Acara Serah Terima (BAST)
sebagal tindaklanjut pemanfaatan Barang Milik Daerah:
hMenviapkan pelassanaan rekonsiliasi [(penviapan berita
acara. dokumensi. dan laporan) dalam rangka penyusunan
Laporan Barang Hilik Datrah (LBMD) dengan pongurus

A #
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barang dan pelaksanan akuntansi perangkat daerah serta
bidang akuntans:.

u, Menvusun. menghimplin, merkapirulasi _ clan
mendokumentasikan laporan  barang pengguna zemesieran
dan tahunan seris laporan barang pengelola sebagai bahan
penvusutan Laporar Barang Milik Daerah:

v, Memfasilitag: pengurus barang perangkat daerah dalam
penvusunan lapordsn barang pengguna ‘semesteran dan
tahunan:

w, Melaksanakan fasitast pembinaan dan pengembangan
siztemn/aplikasi pernaiausahaan dan pelaporan Barang Milik
Daerah;

% Melakukan penelinan secara fisik terhadap status barang
milik daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kaungan.

v, Meélaksanakan momnioring dan menghimpun laporan aas
perhitungan perseciaan barang terhadap persediaan barang
pemenntah daerah pada perangkar daerah:

z. Melakukan monitormg  dan evaluasi pelaksanaan
penatausahaan dan pelaporan Barang Milik Daerah:

aa. Menvusun program dan petunjuk teknis dalam  hinghup
Tugasnva,

bb. Membagl tugas.memben petumjuk kepada bawahan unwk
kelancaran pelaksanaan rugas serta memlal hasil kena
bawahan untuk bhahan pengembangan karier:

ec. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan serts
saran dan perrimbangan teknis kepada atasan: dan

def. Melaksanalkan rugas kedinasan lainnva xang diberikan oleh
dtasan sesual dengan ketentuan peraturan perundangan.

Paragraf 2
SBUBBIDANG PEMINDAHTANGANAN, PEMUSNAHAN DAN
PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH
Pasal 26

Subbidang Pemindahranganan, Pemusnahan dan Penghapusan

Barang Milik Daerah dipimpin oleh seorang kepala Subbidang

vang mempunval tugas pokok melakzanakan sebagian fungsi

Bidang Pengelolaarn Barang Milik Daerah di  bidang

Pemindahtanganan, Pemusnaban dan Penghapusan Barang Milik

Daerah.

hepala Subbidang Pemindahtanganan. Pemusnahan dan

Penghapusan Barang Mtk Daerah sebagar Pejabar Pemilas

hinerja  Jabatan Fungsiomal berdasarkan jenjangnva sesus

dengan ketentuan peraidran perundang-undangan dan Jabaran

Pelaksana:

Uniruk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada avar

(11, hepala Subbidane Pemindantanganan. Pemusnahan dan

Penghapusan Barang ik Daerah menvelenggarakan fungsi

& Penyviapan konsep benta acara serah terima Rtas penggurraan
Barang Milik Daerals

b, Penviapan konsep Surat liim Penghunian (51F) penggunaan
rumah negara vang ditandarangam oieh Seliretaris Daerah:

¢. Pelaksanaan monnenag dan evaluasi atas pelaksanaan
pengamanan Barang Mibk Daerah:

d, Penvimpanan dokumen asli kepemilikan Barang Milik "

Daerah:
e. Penghimpuan lapotan hasil péemeliharaan dan Peranghkat
Daerah secara berkaia. P

b
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Pelaksanaan evaluasi mengenai efisiensi pemeliharaan
Barang Milik Daerah|

Penviapan dokumen aas pelaksanaan pemindahtanganan
Barang Milik Daerah

Penviapan deokumen atas, pelaksanaan pemusnahan Barang
Milik Daerah;

Penviapan dokumen atas pelaksanaan penghapusan Darang
Milik Daerah:

Penviapan dokumen hasil penilajan Barang Milik Daerah
dalam rangka pemindahtanganan Barang Milik Daerah:
Pelaksanaan pencataran Barang Milik Daerah berupa tanah
dan/atau bangunan rang diserahkan dan peranghkat tdasrah:
Perviapan konsen nelaksanaan inventarisasi Barang Milik
Daerah: dan

_ Penighimpunan dar pencataran hasil penilaian Barang Milik

Daerah dalam rangha penvusunan neraca Pemerintah Daerah
dengan pedoman pada estandarakunianst pemenniah,

Untuk menvelenggarakan fungst sebagamana dmaksud pada
avat |3}, kepala Subbuidang Pemindahtanganan, Pemusnahan dan
Penghapusan Bavang Milik Daerah mempunyai uraian tugas:

e

Merencanakan program keria Subbidang Pemindahtanganan.
Permusnahan dan Penghapusan Barang Mk Daerah sebagai
pedoman pelaksanaan tugas:

Memiusun bahan penerapan  kebijakan asuransi  atall
pertanggungan dalam rangka pengamaran Barang Milik
Daerah terteniu dengan memperumbangken kemampuan
keuangan daerah.

Menviapkan seluriill kensep Berita Acara Seran Terima
(BAST| dalam rangka pelaksangan pemindahranganan
Barang Milik Daerah

Menghimpun. mendokumentasikan dan mengamankan data
dokumen penggunasn Barang Milik Daerah:

Menghimpun, mendokumentasikan dan mengamankan data
dokumen pelaksacdan monitoring dan evaluasi pengﬁmanan.
pemelibaraan, perindahmnganan. pemusnahan  dan
penghapusan Barang Miltk Daerah:

Menviapkan bahan peiaksanaan monitoring dan  evaluasi
pelaksanaan PEngamaEnan, pemelinaraan.
pemindahianganar. pemusnahan dan penghapusan Barang
Milik Daerah,

hMeneliti, penghajian dan penveiesaian terhadap Barang Milk
Daerah vang hilavig dan berporensi merugkan daeraly dan
melaporkan hasinva hepada Majelis Pernmbangan:
Menviapkan dan mendokumentasikan bahan pelaksanaan
penitaian dalam rangha pemindahtanganan Barang Milik
Daerah:

Mensusun kensep heputusan Bupat tentang penetapan hasil
penilaian dalam rangka pemindahtanganan Barang Mihik
Daerah:

Menghimpun. menganalisa dan meéendokumentasikan baban
pelaksanaarn, PeNEAMAnan, pemelibaraan:
pemindahtanganan  pemusiahan dan penghapusan Barang
Milik Daerah:

Menviapkan kiisep perserLuan Buparn enang
pemindahianganan, pemusnalian dan penghapusan Barang

Wik Daerah; ,,a-ﬁf #
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Menvusiun konsep Reputusan Bupat tlentang penetapan
Barang Milik Faerah vang akan dilakukan
pemindahtanganan

. Menviapkan bahan pelaksanaan dalam rangka penjualan

Barang Milik Daerah secara lelang atau ridak secara lelang:
Menvusun konsep surat Akea jual beli penjualan Barang Milik
Daerah dilakukan tanpa-lelang:

Menyvusun konsep surat perjanjian tukar menukar Batang
Milik Daerah unriih ditandatangani oleh mitra tukar menukar
dengan Buparti:

Menvusun konsep Naskah Perjanjian Hibah Daerah dalam
ranigka pelaksanaan hibah Barang Milik Daerah.

Menviapkan konisep Berita Acara Pemusnahan Barang Milik
Daerah:

Mensusun konsep keputusan Sekreiarnie Daerah rtentang
penghapusan Barang Milik Daerah pada pengguna barang
dan konsep konsep Keputusan Bupati fentang penetapan
Pejabat Pengelola Harang Milik Daerah:

Menghimpung dan mendokumentasikan kepemilikan barang
milik daerah untulk kendaraan. tanah dan bangunan sehagal
bahan pemvelenggaraan investasi Barang Milik Daerah.
Melaksanakan pencatatan Barang Milik Daerah berupa manah
danjaray bangunan vang telash diserahkan dan pengguna
barang sang ndak diguonakan untuk Repentingan
penvelenggaraan 1ugas dan fungs: perangkat daerah dan
sedang tidak dimantaatkan pihak lain Kepada Bupat melalui
Pengelola Barang serta Barang Milik Daerah vang berada
pada Pengelola Barang

Melaksanakan pendaftaran dan pencataian Barang Milik
Daerah pada perngelola barang ke dalam daftar Barang
Pengelola menury zolongan dan kodetikas: barang:
Alembantuy menviapkan bahan serta mendokumentasikan
pelaksanaan sensus Barang Milik Daerah setap 3 (lima
rahun sekali untuk menvusun Buku Inventaris dan Buku
induk [Inventarns heserma  rekapitulasi  Barang Milik
pemerintah daerah

Menyvusun. menghimpun dan mendokumentasikan lbahan
pelaksanaan penilzian kembali Barang Milik: Daerah dalam
rangka pelaperan keuangan -sesuai Standar  Akuntans
Pernerintah (SAP

Menvusun bahan kebijakan mengena)l peniiaian kembali alas
nilal’ Barang Mihk Daerah sesual dengan keterituan vang
berlaku;

Melaksanakan bkoordingsi dengan mstans: terkair  atas
perubahan masa manfaat Barang Milik Daerah;

Memyusun bahan  penetapan. purabahan masa manfaar
Barang Milik Daeran

Menyvusun program dan perunjuk. eknis dalam lingkup
[UBASHVA,

Menvusun kebijakan rekns dalam ingkup tugasnva;

Membagt tugas dan memberi perunjuk kepada bawahan
tntuk kelancaran pelaksanaan tugas:

Menilar hasil kens bawahan wnouk baban pengembangan
karer:

Melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan/arau kegatan serta
memberd saran dan pertimbangan tekms Kepada atasan: dan
Melaksanakan tuges kedinasan lainnve vang diberikan pleh

AlASAN. /"‘5’ #

T~
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Bagian Kedelapan
Unit Pelaksana Teknis
Pasal 27

(1) Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 avat
(1) angka 5 dapat dibentuk untuk melaksanakan kegiatan tekms
operasional atau kegiatan teknis penunjang Badan.

(2] Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada avar (1},
dipimpin oleh seorang Repala UPT vang berada di bawah dan
bertanggungjawab kepada Kepala Badan.

Pasal 28

Pembentukan, Susunan Organisasi. Tugas dan Fungsi. serta Tata
Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan ditetapkan dengan
Peraturan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangarn.

BAB IV
KELOMPOK JABATAN
Bagian Kesatu
Jabaran Fungsional
Pasal 29

Kelompok Jabatan Fungsional mempunvai tugas melaksanakan
mbagign tugas Badan dengan keahlian dan keterampilan tertentu,

Pasal 30

(1) Kelompok  Jabatan  Fungsional vyang diangkat melalui
penvesuaian/inpassing berkedudukan di bawah dan bertanggung
jawab secara langsung kepada Pejabat Pimpinan Tinggl Pratama.
Pejabat Adminigtrator. atau Pejabat Pengawas sebagai Pejabat
Penilai Kerja vang memilik: keterkaitan dengan pelaksanaan tugas
jabatan fungsional berdasarkan jenjangnva sesual Ketenluan
peraturan perundang-undangan.

(2] Kelompek Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada avat (1)
memiliki  tugas memberikan pelavanan fungsional | vang
berdasarkan keahlian dan keterampilan sesual  ketentuan
peraturan perundang-undangan.

(2] Jenis dan jumlah kebutuhan kelompok Jabatan Fungsional
sebagaimana dimaksud pada ayvat (1], ditentukan berdasarkan
analisis jabaran dan analisis beban kerja serta ditetapkan sesual
dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

(4} Kelompok Pejabat fungsional sebagaimana dimaksud pada Pasal
29 mulai melaksanakan fungsi dan tugas terhitung sejak
dilakukan pelantikan.

(5) Pejabat Fungsional dapat diangkar untuk memimpin suatu unit
kerja mandin berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-
undangan, Pejabat Fungsional tersebut dapat membawahi Pejabat
Fungsional dan Pelaksana,

(6] Pejabat Fungsional dapat diberikan tugas tambahan sebagai ketua
lim atau anggeota tim kerja pada unit organisasi. lintas wunit
organisasi, dan/atau lintas mnsansi pemerintah.

,?#:.
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Bagian Kedua
Jahatan Pelaksana
Pasal 31

(1] Jenis dan jumlah kebuituhan jabatan pelaksana dirumuskan
berdasarkan hasil analisis jabatan dan hasil analisis beban kerja,

(2] Nama-nama jabatan pelaksana di lingkungan Badan Keuangan
dan Aset Daerah Kabupaten Katingan ditetapkan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3] Penetapan nama-nama jabatan pelaksana di lingkungan Badan
dengan Keputusan Bupat

(4) Dalam hal rerjadi perubahan nama-nama jabatan pelaksansa
sebagaimana dimaksud pada avat (3) ditetapkan dengan
Reputusan Bupati.

(3] Setiap PNS vang belum menduduki Jabatan Struktural dan
Jabatan Fungsional, diangkat dalam jabatan pelaksana.

(6) Pengangkatan PNS dalam jabatan pelaksana sebagaimana
dimaksud pada avat (5} di ingkungan Badan Keuangan dan Aset
Daerah Kabupaten Katingan dilakukan oleh Sekretaris Daerah
dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati dengan berpedoman
pada Ketentuan peraturan perundang-undangan.,

(7] Pemindahan PNS dalam jabatan pelaksana di lingkungan Badan
Reuangan dan Aset Daerah Kabuparen Katingan dilakukan oleh
Sekretaris Daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(8) Uraian tugas Jabatan pelaksana lingkup Badan Keuangan dan
Aset Daerah Kabuparen Katingan ditetapkan dengan keputusan
kepala Badan.

9] Pengangkatan dan Pemindahan PNS dalam Jabatan Pelaksana
sebagaimana dimaksud dalam avat [6) dan avat (7) diusulkan oleh
Kepala Perangkat Daerah dengan memperhatikan formasi jabatan
vang dituangkan dalam Pera Jabatan Perangkat Daerah.

BAB WV
KEPEGAWAIAN DAN ESELON
Bagian Kesatu
kepegawaian
Pasal 32

(1) Pejabat Pimpinan Tinggl Pratama, Jabatan Admmistrator. dan
Jabatan Pengawas diangkat dan diberhentikan oleh Bupan
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

(2] Pengangkatan dalam jabatan di ingkungan Badan keuangan dan
Aset Daerah Kabupaten Katingan memperhatikan syvarat dan
kompeiensi jabatan sesual dengan  ketentuan  peraturan
perundang-undangan; _

[3) Dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier pegawai,
masa jabatan bagi Pegawai Negeri Sipil dalam suatu jabatan
disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

(4 - Kelompok Jabatan Fungsional yang dibenkan tugas dan [Ungs
tambahan ditetapkan cleh Kepala Perangkat Daerah dengan
Keputusan Repala Perangkat Daerah;

(5] Pejabar Kelompok Jabatan  Fungsional diangkat dan
diberhentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan:.

6] Formasi Pegawai Negeri Sipil di linghkungan Badan Keuangan dan
Aget Daerah Kabupaten Katingan disusun sesual peraturan f'L—
perundang-undangan.

7 4 I
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Hagian Kedua
Eselon
Pasal 33

hepala Badan adaiah Jabatan Struktural Eselon IL.b atau jabatan
Pimpinan Tinggi Pratama

Sekretaris- adalah Jabatan Strukiural Eselon 1lla atau Jabatan
Administrator,

hepala Bidang adalah Jabatan Struktural Eseion 111.b atau
Jabatan Administrator.

Kepala Subbagian adalah Jabatan Struktural Eselon [V.a atau
Jabatan Pengawas.

Kepala Subbidang adalah Jabawan Struktural Eselon IV.a atau
Jabatan Pengawas.

BAB VI
TATA KERJA DAN LAPORAN
Bagian kesaru
Tata Kerja
Pasal 34

Dalam melaksanakan tugasnva Kepala Badan, Sekretaris. Kepala
Bidang, Kepala Unir Pelaksana Teknis, Kepala Sub Bagian, Kepala
Subbidang serta kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan
prinsip koordinasi, integrast. simplikasi dan sinkronisasi secara
vertikal serta horizontal baik dalam lingkungan Badan maupun
instansi lain sesual dengan tugas masing-masing.

Senap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan satuan
keria wajib menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah di
lingkungan satuan kerta masing-masing untuk mewwuwjudkan
terlaksananva mekanisme  akuntabilitas publik  melalu
penvusunan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja
VANE terintegras:,

Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan satuan
kerja wajib mengawasi bawahan dan/atau pelaksana masing-
masing dan bila terjadi penvimpangan agar mengambil langkah-
langkah vang diperlukan sesual dengan peraturan perundang-
undangan vang berlaku

Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan satuan kerja
bertanggung jawab memimpin dan  mengkoordinasikan
bawghannva dan/atai pelaksana pada satuan kerja masing-
MAasing. _

Setiap pimpinan satuan organisast dalam lingkungan satuan kerja
wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan
bertanggung jawab Lkepada atasan masing-masing dan
menvampaikan laporan berkala tepat pada wakiunva.

Dalam hal mekanisme penugasan bagi Pejabat Pelaksana dan
Pejabat Fungsional serta penetapan Pejabat Penilai Kinerja akan
ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

T A
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Bagian Kedua
Laporan
Pasal 35

(1} kepala Badan wajb menyvampaikan laporan pelaksanaan
tugasnva dan memberikan  penjelasan kepada Bupati
melalui Sekretaris Daerah perihal kebijakan vang ditetapkan:

(2} Kepala Badan wajib menvampaikan Laporan Kinerja kepada
Bupat melalui Sekretaris  Daerah  secara ftepat  waktu
vang disusun sesuat kerentuan peraturan perundang-undangan

(3! Setiap laporan vang diterima oleh pimpinan satuan organisast
dalam hngkungan satuan kerja, wajib diolah dan dipergunakan
sebagal bahan untuk pemyvusunan laporan lebih lanjutr dan untuk
memberikan petunjuk-petunjuk kepada bawahan,

(4] Dalam menvampatkan laporan kepada atasan tembusan laporan
wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain vang secara
fungsional mempunyval hubungan kerja.

(5] Dalam melaksanakan tugasnyva setiap pimpinan organisasi
dibantu oleh kepala satuan kena dalam rangka pembenan
bimbingan kepada bawahan dan/atau pelaksana pada masing-
masing satuan kerja wajib mengadakan rapat berkala.

BAB VII
FENDANAAN
Pasal 36

Pendanaan unituk mendukung kegiatan Badan dibebankan kepada
APBD. APBN dan sumber lain vang sah dan tidak mengikat sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIl
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 37

Pada saat Peraturan Bupad ini mulat  berlaku, ASN vang
melaksanakan tugas pada Badan dan ASN vang melaksanakan tugas
pada Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Keuangan dan Aset
Daerah Kabupaten Katingan tetap melaksanakan tugas dan fungsinva
sepanjang belum ada penugasan vang baru dari Pejabat Pembina
Kepegawaian,

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 38

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupat
Katimgan Nomor -53 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi. Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelola
Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Katingan dicabut dan
dinvatakan tidak beriaku,

h
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Pasal 3%
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinva, memenntahkan
perigindangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam
Berita Daerah Kabupaten katingan.

Ditetapkan di Kasongan
pada tanggal, 4 Pl ek

&

wf

/o ~BUPATI KATINGAN,

Diundangkan di Kasongan

e i |

pada tanggal, 4 ks 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KATINGAN,

BERITA DAERAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2022 NOMOR L2
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Pasal 39

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinva, —memerintahkan

pengundangan Peraturan Bupan ini dengan penempatannva dalam
Berita Daerlguh_}{ atngan,

Ditetapkan di Kasongan
pada tanggal. 4 3L 2022

BUPATI KATINGAN,

==
IYAS

Diundangkan di Kasongan
pada tanggal. 4 L ¥

SERRETARIS DAERAH
KABUPATEN KATINGAN,

PRANSANG

BERITA DAERAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2022 NOMOR (2
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Pasal 39
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinva, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannva dalam
Berita Daerah Kabupaten katingan.

Ditetapkan di Kasongan
pada tanggal, 4 ol 2622

BUPATI KATINGAN,

YAS

Diundangkan di Kasongan

pada tanggal, 4 ALl 222

SERRETARIS DAERAH

BERITA DAERAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2022 NOMOR (¥i2
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